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Perkawinan beda agama di Indonesia masih menuai pro dan kontra yang dibuktikan dengan Putusan
Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017.
Sehingga, sering kali pasangan yang memiliki perbedaan agama mencari ‘jalan pintas’ dengan melakukan
perkawinannyadi Australia karenadinilai lebih efisien atau peraturannya cenderung lebih mudah bagi
mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama jika dibandingkan dengan peraturan di
Indonesia. Lalu, dalam hal pencatatan sipil, pasangan yang menikah di luar negeri selalu dapat mencatatkan
perkawinannya disebabkan oleh asas universalitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan
Hukum perkawinan antara Indonesia dengan Australia, serta sudut pandang dari Hukum Perdata
Internasional Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dikarenakan ketidak pastian
hukum di Indonesia, masyarakat kerap melakukan penyelundupan hukum dengan melakukan perkawinan di
Australia. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam karyatulisini adalah yuridis-normatif, yaitu
melihat dan memahami norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

...... Interfaith marriage in Indonesia still reaps pros and cons as evidenced by Court Decision Number
333/Pdt.P/2018/PN.Skt and Supreme Court Decision Number 1977K/Pdt/2017. Thus, many couples who
have different religions look for 'shortcuts by getting married in Australia because it is considered more
efficient or the regulations tend to be easier for those who want to hold interfaith marriages when compared
to regulationsin Indonesia. Then, in the case of civil registration, couples who marry abroad can always
register their marriages due to the principle of universality. This study was conducted to determine the
comparison of marriage law between Indonesia and Australia, as well as the point of view of Indonesian
Private International Law. The conclusion obtained from this study is that due to legal uncertainty in
Indonesia, people often carry out legal smuggling by marrying in Australia. The form of research that the
author uses in this paper is juridical-normative, namely seeing and understanding legal norms contained in
laws and regulations.
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